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ABSTRAK
Universitas Nasional
Pascasarjana Program Doktor IImu Politik

A. Nama : Ade Indriani Zuchri

B. NPM : 226701519013

C. Judul : Dinamika Kebijakan Ekonomi Politik Sagu Dan Sosial : Studi
Kasus Konflik Perkebunan Sagu Di Kabupaten Selatan Papua
Barat Daya

D. Isi Abstrak :

Penelitian ini mengkaji fenomena kutukan sumber daya alam dalam pembangunan
perkebunan sagu industri, menganalisis bagaimana kelimpahan sumber daya alam secara
paradoks menghasilkan kemiskinan, ketimpangan, dan konflik kekerasan daripada
kemakmuran bersama. Menggunakan metodologi studi kasus kualitatif dengan 19
wawancara informan kunci dan tiga diskusi kelompok terarah yang dilaksanakan selama
18 bulan, penelitian ini menginvestigasi dinamika ekonomi politik yang menghubungkan
kebijakan negara, strategi korporasi, dan respons masyarakat adat dalam konteks di mana
konsesi perkebunan skala besar menggantikan sistem subsisten adat. Temuan
mengungkapkan tiga mekanisme yang saling terkait melalui mana kekayaan sumber daya
menjadi kutukan bagi populasi adat. Secara ekonomi, transformasi industri menghasilkan
efek Dutch Disease lokal, menggantikan-sistem produktif tradisional tanpa menghasilkan
lapangan kerja kompensatori, mengurangi penyerapan tenaga kerja sebesar 75 persen dan
penangkapan nilai lokal sebesar 85 persen sambil mengorientasikan produksi ke pasar
ekspor daripada ketahanan pangan lokal. Secara politik, pembangunan perkebunan
mencontohkan dinamika negara rentenir di mana elite politik memperoleh otoritas dari
mengendalikan akses sumber daya daripada tata kelola yang responsif, secara sistematis
mengecualikan masyarakat adat dari pengambilan keputusan dan mengkorupsi
kepemimpinan adat melalui imbalan finansial yang merusak sistem otoritas tradisional.
Secara sosial, operasi industri menghasilkan ketimpangan ekstrem dalam komunitas yang
sebelumnya egaliter, memicu konflik kekerasan atas sumber daya yang semakin langka,
dan secara sistematis mengikis praktik budaya dan pengetahuan ekologis yang fundamental
bagi identitas kolektif. Analisis mendemonstrasikan bahwa kutukan sumber daya
beroperasi bukan melalui sifat inheren sumber daya alam melainkan melalui struktur
ekonomi-politik yang disengaja yang memfasilitasi akumulasi modal melalui perampasan.
Memecahkan kutukan ini membutuhkan restrukturisasi tata kelola fundamental menuju
penentuan nasib sendiri masyarakat adat, persetujuan bebas, didahulukan, dan
diinformasikan yang wajib, pembagian manfaat transparan yang memastikan penangkapan
nilai lokal, pengakuan sistem penguasaan adat, dan pengembalian tanah yang teralienasi
untuk memungkinkan revitalisasi budaya dan mata pencaharian berkelanjutan.

Kata Kunci: Kutukan sumber daya alam; Konflik sosial; Hak tanah masyarakat adat;
Ekonomi politik; Pembangunan perkebunan



ABSTRACT
Nasional University
Postgraduate Doctoral Program in Political Science

A. Name : Ade Indriani Zuchri
B. NPM : 226701519013
C. Title : The Dynamics of the Political Economy of Sago Policy and

Social Conflict:A Case Study of Sago Plantation Conflict in
South Sorong Regency Southwest Papua Province.

D. Abstract Content

This study examines the resource curse phenomenon in industrial sago plantation
development, analyzing how natural resource abundance paradoxically generates
This study examines the resource curse phenomenon in industrial sago plantation
development, analyzing how natural resource abundance paradoxically generates
poverty, inequality, and violent conflict rather than shared prosperity. Employing
qualitative case study methodology with 19 key informant interviews and three
focus group discussions conducted over 18 months, the research investigates
political economy dynamics linking state policies, corporate strategies, and
indigenous community responses in contexts where large-scale plantation
concessions displace customary subsistence systems. The findings reveal three
interconnected mechanisms through which resource wealth becomes a curse for
indigenous populations. 'Economically, industrial transformation produces
localized Dutch Disease effects, displacing traditional productive systems without
generating compensatory employment, reducing labor absorption by 75 percent
and local value capture by 85 percent while reorienting production toward export
markets rather than local food security. Politically, plantation development
exemplifies rentier state dynamics where political elites derive authority from
controlling resource access rather than responsive governance, systematically
excluding indigenous communities from decision-making and corrupting
customary leadership through financial inducements that undermine traditional
authority systems. Socially, industrial operations generate extreme inequality
within previously egalitarian communities, trigger violent conflicts over
increasingly scarce resources, and systematically erode cultural practices and
ecological knowledge fundamental to collective identity. The analysis demonstrates
that resource curse operates not through inherent properties of natural resources
but through deliberate political-economic structures facilitating capital
accumulation via dispossession. Breaking this curse requires fundamental
governance restructuring toward indigenous self-determination, mandatory free
prior informed consent, transparent benefit-sharing ensuring local value capture,
recognition of customary tenure systems, and restitution of alienated lands to
enable cultural revitalization and sustainable livelihoods.

Keywords: Resource curse; Social conflict; Indigenous land rights; Political
economy; Plantation developme
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